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LAMPIRAN WAWANCARA 

 
INFROMAN MARTINUS MANTRO 

 
LO VERIFIKASI DPP PARTAI HANURA 

JABATAN 

HASIL WAWANCARA 1. Menurut anda apa itu 

tujuan dari pembentukan 

SIPOL? 

 

 

2. Apa saja tugas dari 

SIPOL? 

 

 

3. Bagaimana pandangan 

anda terhadap SIPOL? 

“SIPOL itu 

dibentuk dalam rangka 

proses transformasi 

birokrasi modern yang 

berlandaskan kepada 

paradigm digital secara 

komprehensif, guna 

mencapai tujuan pemilu 

yang demokratis dengan 

menjunjung azas 

LUBER JURDIL.” 

“Dasarnya memang 

SIPOL itu memiliki 

tujuan dan fungsi 

sebagai alat bagi KPU 

dan kita dari kalangan 

partai untuk 

mengorganisir data-data 

yang sedemikian banyak, 

untuk ditata dengan 
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  rapih sedemikian rupa 

demi kelancaran 

berdemokrasi yang 

adil.” 
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INFROMAN Ibu Fitri 

 
Kadiv Informasi Data SIPOL KPUD Jakart Pusat 

JABATAN 

HASIL WAWANCARA 1. Menurut anda apa itu 

tujuan dari pembentukan 

SIPOL? 

 

 

2. Apa saja tugas dari 

SIPOL? 

 

 

3. Bagaimana pandangan 

anda terhadap SIPOL? 

“Latarbelakang dari 

pembuatan SIPOL itu 

sendiri selain dari 

efisiensi birokrasi 

pemilu, percepatan 

waktu dan penghematan 

biaya dari rangkaian 

pemilu ini menjadi salah 

satu factor pembuatan 

SIPOL.” 

 

 

“Verifikasi administrasi 

keanggotaan dan 

kepengurusan partai 

politik yang akan 

mengikuti pemilu ini 

merupakan fungsi utama 

dari layanan yang 

diberikan oleh SIPOL. 

Dengan menggunakan 
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  system digital yang 

mampu merapikan data- 

data yang ada terkait 

keanggotaan dan 

kepengurusan partai 

dengan efisien, maka 

SIPOL ini sangat 

membantu kita dalam 

mempercepat 

pelaksanaan pemilu.” 

 
“SIPOL itu enak bisa 

memudahkan 

masyarakat melihat 

parta-partai mana aja 

sih yang daftar 

keanggotaannya bener, 

terus juga masyarakat 

bisa dengan mudah 

untuk memberikan 

koreksi apabila terjadi 

kesalahan di dalam 

data-data tersebut.” 

 
“SIPOL merupakan 

bentuk dari fasilitas 

negara yang berwujud 

digitalisasi birokrasi 
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  guna mempermudah 

masyarakat untuk 

mengikuti pemilu. Selain 

itu juga SIPOL 

bertujuan untuk 

menerapkan nilai 

transparansi dan 

kejujuran dalam 

pemilu.” 

 

“Jadi, bagi kawan-kawan 

partai dan 

masyarakat yang 

khawatir kalua data- 

data yang ada di SIPOL 

itu cacat atau tidak sah. 

Kami bisa jamin bahwa 

data-data yang ada 

sudah terferivikasi 

dengan benar sesuai 

fakta yang ada.” 

 
“Sejatinya, memang 

SIPOL itu sendiri masih 

belum sempurna dan 

memiliki berbagai macam 

permasalahan dalam 

penggunaannya. Tetapi, 
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  permasalahan tersebut 

tidak hanya berasal dari 

aspek teknisdari SIPOL 

itu sendiri. Banyak factor 

yang menjadi penyebab 

banyaknya permasalahan 

yang ada di dalam 

SIPOL.” 
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INFROMAN Musfir Dahlan PLH Komisioner KPUD Jakarta 

 
Pusat 

JABATAN 

HASIL WAWANCARA 1. Menurut anda apa itu 

tujuan dari pembentukan 

SIPOL? 

 

 

2. Apa saja tugas dari 

SIPOL? 

 

 

3. Bagaimana pandangan 

anda terhadap SIPOL? 

“Memang sebetulnya 

SIPOL itu dibuat 

bertujuan untuk 

mempermudah dan 

meningkatkan kualitas 

dari pemilu itu sendiri. 

Hal tersebut dilakukan 

dengan cara 

memperbaiki tata kelola 

pemilu melalui SIPOL.” 

 

 

“Dengan berpegang 

kepada PKPU No 11 

tahun 2017, KPU 

membuat sebuah system 

yang bernama SIPOL 

yan 

g merupakan sebuah 

system digital yang 

bertujuan untuk 
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  melakukan pendaftaran, 

penelitian administrasi 

dan verifikasi faktual 

terhadap pemenuhan 

persyaratan Partai 

Politik menjadi peserta 

pemilu,” 

“Data-data yang ada di 

dalam SIPOL ini telah 

diproses sedemikian 

rupa oleh system, maka 

data-data yang ada dan 

dihasilkan oleh SIPOL 

bisa 

dipertanggungjawabkan 

keabsahannya untuk 

keperluan pemilu 

nanti.” 
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INFROMAN Roby Ramadhan Anggota GOLKAR DPD 

Jakarta 

Pusat 

JABATAN 

HASIL WAWANCARA 4. Menurut anda apa itu 

tujuan dari pembentukan 

SIPOL? 

 

 

5. Apa saja tugas dari 

SIPOL? 

 

 

6. Bagaimana pandangan 

anda terhadap SIPOL? 

“SIPOL merupakan 

sebuah upaya nyata 

dari pemerintahan 

untuk melaksanakan e- 

government dalam 

pelayanan publik terkait 

pemilihan umum di 

Indonesia. Hal tersebut 

merupakan sebuah 

kemajuan.” 

 
 

“ Kemajuan dalam 

pelayanan publik dan e- 

government ini 

merupakan salah satu 

hal yang penting dalam 

rangka meningkatkan 

akuntabilitas dan 

efisiensi pemerintahan 

kita.” 
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“SIPOL yan 

 

g merupakan sebuah 

system digital yang 

bertujuan untuk 

melakukan pendaftaran, 

penelitian administrasi 

dan verifikasi faktual 

terhadap pemenuhan 

persyaratan Partai 

Politik menjadi peserta 

pemilu,” 
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